BAB IV
ANALISISUPAYA GANTI RUGI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG: NO. 425 /PID.B/2010/PN

SEMARANG.

A.Analisis Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam hukum Positif tindak pidana perkosaan terikatalam tindak
pidana mengenai kesopanan dalam hal persetubuhdak tpidana ini tidak
masuk dalam jenis pelanggaran akan tetapi masul pewis kejahatan.
Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam 5 pas&ini 284 (perzinaan),
285 (perkosaan), 286 (bersetubuh dengan perempumnbgkan istrinya yang
dalam keadaan pingsan), 287 (bersetubuh dengammpea® yang belum
berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dasal 288 (bersetubuh
dalam perkawinan dengan perempuan yang belum wgktdikawin dan
menimbulkan luka atau kematiankhusus untuk kejahatan perkosaan telah
dikenal dan diatur dalam Kitab Undang-Undang HukRidana, dalam bab
XIV tentang kejahatan kesusilaafPerkosaan sendiri diatur dalam Pasal 285

KUHP, yang berbuny:

! Adam Chazawi,Tindak Pidana Mengenai Kesopanaflakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005), him. 56.

% bid. him. 62-63.

3 KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)nh®€8.

80



81

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancamkeralsan memaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia dillekawinan, diancam
karena melakukan perkosaan dengan pidana pengdireg djama dua
belas tahun”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 291 Ayat (2) KUH& pemerkosaan
tersebut mengakibatkan matinya perempuan itu, amecganmenjadi lima belas
tahun penjara. Rumusan KUHP Pasal 285 dan 291btdrsencananya akan
diganti berdasarkan RUU KUHP yang merumuskanya pzakal 389 yang
bunyinya sebagai berikut:
Pertama, “Dipidana penjara paling lama 12 tahun glelmg rendah 3
tahun karena melakukan perkosaan”, adalah sebaghkiib
1. Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wagritanbangan dengan
kehendak wanita tersebut

2. Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wamts tpersetubuhan
wanita tersebut

3. Seorang pria melakukan persetubuhan dengan waaritgad persetujuan
wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapgalui ancaman untuk
dibunuh atau dilukai

4. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan itavamlengan
persetujuan wanita tersebut karena wanita terggdreaya bahwa ia adalah
suaminya yang sah atau ia adalah orang yang selyardssetubuhinya

5. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan seorangitavgyang berusia
dibawah 14 tahun dengan persetujuanya.

Kedua,dianggapjuga telah melakukan tindak pidana perkosaan denga
pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah @ntapabila dalam keadaan

yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengdandiatas:

1. Sorang laki-laki memasukan alat kelaminya ke dakms atau mulut
seorang wanita
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2. Barang siapa memasukan suatu benda yang bukan akarupagian
tubuhnya kedalam vagina atau anus seorang wanita.

Penjelasan Pasal 285 KUHP diatas bahwa suatu parbuikatakan
terbukti secara sah melakukan kejahatan perkosga@rts dalam pasal 285
KUHP apabila pelaku telah memenuhi syarat unsumusebagai berikut:

1. Barang siapa

2. Dengan kekerasan

3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan

4. Memaksa seorang wanita mengadakan hubungan ketilomn nikah
5. Dengan dirinya

Perbuatan memaksa menurut Pasal 285 KUHP, yaksetodiuh dengan
dia, atau bersedia disetubuhi. Cara-cara memaksa tianya hanya terbatas
dengan dua cara, yaitu kekerasgeweld dan ancaman kekerasdredreiging
met gewelll Dua cara tersebut tidak diterangkan lansungndaledang-
undang. Hanya mengenai kekerasan, ada pada PasdKUB® yang
merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasam, ymembuat orang
pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan meakgurkekerasan”. R.
Susilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata raeyupakan tenaga atau

kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak Benurut Satocid kekerasan

* Leden MarpaungKejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevemsitlakarta:
Sinar Grafika,2008), him. 49-50.

® P.AF. Lamintang, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar NormariNa
Kesusilaan Dan Norma-Norma KepatutgBandung: Mandar Maju, 1990), him. 108.
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adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunyak&ekuatan badan yang
tidak ringan atau berét.

Walaupun didalam rumusanya Pasal 285 KUHP tidak syeratkan
adanya unsur “kesengajaan” akan tetapi dicanturokanor “memaksa” maka
tindak pidana perkosaan seperti yang dicantumkdandaasal itu harus
dilakukan dengan “sengaja”. Karena seperti yanghteliketahui dalam pasal
itu harus dilakukan dengan sengaja maka denganrisgadkesengajaan itu
harus dibuktikan oleh penuntut umum atau hakimidkrgy pengadilan yang
memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa tdldakwa melanggar
larangan yang diatur dalam KUHP.

Unsur ‘kesengajadhitu sebenarnya ada dalam kasus yang sudah diputus
oleh Pengadilan Negeri Semarang: No. 425/Pid.B/FEN0Semarang dengan
terdakwa Aryono bin Parto Dikromo telah melakukarsptubuhan dengan
anak di bawah umur yaitu Nova Susan Nurwanti unfutahun. Terdakwa
dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda R@®0®.000,- karena
melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 208@tang Perlindungan
Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tantang perbuatartanjut.

Alasan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah karena tidak
terbuktinya unsur-unsur yang ada dalam dakwaanamertPrimair tidak
terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwa@mair pertama

tersebut. Unsur yang tidak terpenuhi itu adalamt@e sengaja melakukan

® Adam ChazawiQp, Cit,hlm. 64.
" P.A.F. LamintangQp, Cit, him. 109.
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kekerasan atau ancaman kekeradaBelanjutnya hakim mempertimbangkan
dakwaan pertama Subsidair yang memuat unsur sebewjait’
1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkiegdrmhongan, atau
membujuk anak

3. Melakukan persetubuhan denganya atau dengan a@ng |
4. Merupakan suatu perbuatan berlanjut

Dalam dakwaan pertama Primair maupun subsidailafitaya terdapat
unsur sengaja melakukan pemaksaan untuk bersetlbnlpelaku kejahatan
dalam unsur “melakukan persetubuhan denganya atagad orang lain”
unsur pemaksaan itu, ketika pelaku menyuruh korbambelikan cabai Rp
1.000,- kemudian terdakwa menyuruhnya masuk ke kamamun korban
“menolak”, selanjutnya korban “ditarik” tanganyan¢gsung dibawa kekamar,
setelah dikamar dijatuhkan ditempat tidur dan celga ditarik kebawah
sehingga terbuka, korban berusaha “melawan” damamgis” namun karena
pintu tertutup suara tangisanya tidak terdengawdtelPada waktu itu pelaku
mengenakan celana dalam biru, dan korban “ditindiifawah akhirnya
kemaluan pelaku yang sudah tegang digesek gesé@maluan korban terus

dimasukan dikemaluan korbah.

8 |si Putusan Nomor: 425 /pid.B/2010/PN Semarany, B5.
% Ibid, him. 26.
1%1pid, him. 27.
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Dalam kronologi kasus tersebut sangat jelas térliaawa didalamnya
termuat adanya unsur paksaan dari pelaku, yaittiké&kekorban menolak,
korban ditarik, korban melawan, dan korban ditindibadi bisa dikatakan
perbuatan pelaku tersebut sudah memenuhi unsuradakwertama primair
yang didalamnya memuat unsur seperti yang dimaldaldm pasal 285
KUHP.

Yang pertama, ketika korban “menolak, melawan” thtarik, ditindih,
apabila merujuk pada The Encyclopedia American rigigional Edition,
volume 23, yang dikutip oleh Topo Santoso, dikatakahwa:

“Perkosaan (rape) dalam hukum adalah suatu perbussiksual yang

bertentangan dengan hukum dimana terjadi perseambtdnpa adanya

persetujuan dari korban.”

Pengaturan dari unsur-unsurnya dan hukuman baguatm tersebut
diatur dalam peraturan dan hukum yang berbeda-badatiap-tiap Negara.
Tetapi inti dari perbuatan tersebut adalah tidakngd persetujuan atau
penolakan dari si korba.

Back’s Law Dictionary, merumuskan perkosaan ataape sebagai
berikut:

“Hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah atergeorang

perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan seoatawan

hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan olefargedaki-laki
dilakukan dengan paksaan dan bertentangan denghandaknya.

Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorangld&k terhadap

seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa paraatya, dilakukan

ketika perlawanan perempuan tersebut diyatasi demkgkuatan dan
ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.”

" Topo SantosdSeksualitas Dan Hukum Pidan@akarta: IND. HILL-CO,1997), him. 16.
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Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa: seorang-ldkki yang

melakukan Sexwl intercoursé dengan seorang perempuan yang bukan

istrinya dinyatakan bersalah jika:

1.

Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk/menyeralyaderpaksa atau
dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukai bdisakiti atau diculik,

akan dibebankan pada orang lain

. Dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu untoénilai atau

mengontrol perbuatanya dengan memberikan obatiobat@npa
pengetahuanya, racun atau bahan-bahan lain demgan untuk mencegah
perlawananya

Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar

. Perempuan itu dibawah usia 10 tatfun

Hal ini dapat dipahami dengan analogi sebagai berikut: “B seapran

remaja putri, dengan tiba-tiba digumuli seorang-laki bernama P sehingga

tubuh B dapat dirobohkan. Antara B dan P terjadi éehaga. Karena B

tenaganya kalah dengan maka P dapat menyetubuldaga. contoh tersebut,

B tenaganya kalah sehingga tak berdaya. Dendmnikian lebih tepat

menafsirkan “memaksa”’ sebagai suatu perbuatan gamgkian rupa sehingga

tak berdaya untuk menghindarinya.

2 Topo Santosdbid, him. 17.
13 Leden MarpaungQp, Cit him. 52.
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Adapun tanda-tanda atau bukti yang dapat mengudbkdmva telah
terjadi perkosaan antara lain: robeknya selapua dau hymen dalam hal
wanitanya sebelum diperkosa masih dalam keadaawperbentuk robeknya
selaput dara (hymen) akan berbeda antara huburgjamik yang dilakukan
atas dasar suka sama suka dengan hubungan kelangnditakukan dengan
paksa, umunya bentuk robekan hymen itu tidak bematiila hubungan
dilakukan secara paksa dan lebih tidak beratur@nkiorban gigih melakukan
pembelaan atau perlawandnHal ini dikuatkan dengan adanya Visum ET
Repertum No.16/VER/PPKPA/II/2010/Dokpol tanggal B&bruari 2010 yang
dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nanung Budiydhg bekerja pada
rumah sakit Bayangkara Semarang. Akibat perbuatatakp, korban
merasakan sakit pada alat kelaminya.

Selanjutnya dalam perkara nomor: 425/PID.B/2010/8&marang, juga
termuat adanya unsur yang dimaksud dalam PasaKR8P yaitubersetubuh
denganwanita yang umurnya belum mencapai 15 tahun makeargsnya
hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang aldandBasal 287 KUHP
tersebut.

Mengenai persetubuhan terhadap anak dibawah unalnlapnengacu

pada kepustakaan hukum pidana asing maka akanutt#égmenis perkosaan

14 Abdul Wahid, dan Muhammad IrfarRerlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual, AdvokastasHak Asasi Perempua(Bandung: PT Refika Aditama, 2001), him. 113.
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“forcible rapé dan “statutory rap& > aturan yang mirip juga dapat ditemukan
pada KUHP Austria Pasal 137akan tetapi dalam hukum pidana Indonesia
“Statutory rape tadi tidak dikualifikasikan sebagai perkosaanpitaalam
rancangan KUHP Nasional sudah dikualifikasikan gabperkosaan juga.

Menurut Topo Santoso, pengkualifikasiastdtutory rapé kedalam
tindak pidana perkosaan akan lebih melindungi v@aremaja dari kejahatan
seksual. Lagi pula persetujuan yang diberikan v@aniungkin disebabkan
ketidaktahuan, kepolosan atau karena bujukan dasga@ya. Saat ini sering
kita baca anak-anak menjadi korban perbuatan seksila lewat ancaman
maupun bujukan, bahkan anak-anak laki-laki pun juganjadi korban
perbuatan sodomi (homoseksual).

Seorang wanita dewasa dapat setuju untuk bersetuary berarti
bahwa penolakanya untuk melakukan hal tersebutadeapsur kunci didalam
kasus perkosaan biasa. Sebaliknya seorang wabhaavah usia, dalam banyak
hukum pidana dianggap tidak dapat memberikan pguset (secara hukum)
untuk bersetubuh. Istilatstatutory rapé& merupakan istilah yang paling umum

untuk kejahatan semacam ini. Dengan perkataan daorang anak wanita (

5 Forcible Rapeadalah segala upaya atau serangan untuk mempermesapuan dibawah

umur secara paksa dan melawan kehendaknya. abgoewesn/blogs/politics/2011/12/fbi-to-
change-definition-of-forcible-rape.html. Ditulisedi: Virginia, Diakses pada tanggal 10 Mei 2012.
SedangkarStatutory Rapeadalah hubungan seksual dengan seorang (gadisaaddulaki-laki)
yang belum mencapai usia dewasa (bahkan berpadisipla). www.artikata.com/arti-175512-
statutory+rape.html. diakses Pada Tanggal 10 M&220

1 KUHP Austria pasal 127 dengan rumusan”dalam keatidak dapat membela diri atau

tidak sadar, atau yang belum mencapai umur 14 tghga dianggap sebagai perkosaan”. Topo
SantosoLok, Cit.
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female juvenilg dapat secara pribadi setuju untuk berhubungan te¢api
hukum tidak mengakui kemampuan untuk “setuju” okalnena itu, seorang
pria yang bersetubuh denganya dianggap “tanpatpprae si wanita™’

Dalam hukum lIslam sendiri perkosaan dikenal derigamsep ikrah)
persetubuhan karena adanya paksaan dari pelakuitbal&ki-laki maupun
perempuan umumnya dikategorikan dalam tindak pidana dan tergolong
dalam jarimathududyang hukumanya bagi pelaku zina mukhson adalamraja
dan bagi pelaku zina ghairu mukhson adalah 100dez& dan diasingkan atau
diusir keluar daerah. Seperti yang sudah diteramgledam al-Qur’an maupun

hadits, dalam Q.S an-Nur ayat 2, Allah SWT berfinma

7 SVESEII N 3 QISR A | 200N x50 wa
EON_[8SE Jm Ow A@h B0 N TYara o
B =00 oAy ‘OB NE o RNOL& B HE
<Ovwoo1 @0 oo NOB &P EH AAGN Q=D Gofe s ee @
P@AAWCAG QRO KL S PxEND  OWNx

* & 56 N ¢ ORG AR =D &
B DR S N R 000w S—-e0
s RNIOK & @H X0 ¢KR o0& X0 wed
HITQHE <OXIAZ * Lo &

YD ¢xvVQCQERCOMW@aF
Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki garerzina, Maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali derajanganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (raekged)
agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dam dlehirat, dan
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikéeh o
sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Penafsiran Ayat:

7 bid, him. 21.
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Bahwa Islam memerintahkan adanya kebersihan teritabhgngan sex,
bagi laki-laki dan perempuan, pada setiap waktelseb perkawinan, selama
dalam perkawinan maupun sesudah putusnya huburggaawinan. Mereka
yang melakukan perbuatan terlarang itu dikeluarkdari lingkungan
perkawinan laki-laki dan perempuan terhorffat.

Sedangkan dalam Kitab Tafsir Jalalain yang merjalassbabun nuzul
ayat diatas bahwa ayat ini diturunkan tatkala omragng miskin dikalangan
sahabat Muhajirin berniat mengawini para pelacuangr musrik, karena
mereka orang kaya. Kaum muhajirin menyangka bahwekayaan yang
dimiliknya itu akan dapat menanggun nafkah merddaena itu dikatakan
bahwa pengahraman ini khusus ditujukan kepadagadrabat Muhajirin yang
miskin tadi*®

Dan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Hislih, adalah

sebagai berikut:

el il Jea 5 e 14 a G ) Jgme, J 16 Cadlaall 50 L e
o 50) pally Aleala il il 5 i 895 A8le ala JSIL S Sl

(plose

Artinya: “dari Ubadah bin Ash-Shamid ia berkata: sRallah SAW.
bersabda:“Ambilah dari diriku, ambilah dari dirikeesunggunya
Allah memberikan jalan keluar ( hukuman bagi mergkeezina ),
jejaka dan gadis hukumanya dera seratus kali danggsengan
selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukandara
seratus kali dan rajam.”

18 Abdul Yusuf Ali, AIQuran Dan Terjemahanya(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), him.
884.

¥ Imam Jalaludin Almahali dan Imam Jalaludi Asuy@afsir Jalalain (Bandung: Sinar
Baru, 1990), him. 1452.
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Ayat al-Qur’an dan hadits diatas mengindikasikamizperzinaan harus
dihilangkan dimuka bumi dan bagi seseorang yangamggiarnya sudah
disiapkan oleh Syara’ yaitu hukuman yang sangattber

Menurut Dr. Satria Efendi M. bahwa persoalan yaaggak dari
kejahatan perkosaan bukan sekedar zina saja, narganmengadung unsur
pemaksaan dari pelaku terhadap korbanya semeimardapat dilakukan suka
sama suka. Menarik untuk dicatat dalam bahasa Amab, istilah bagi
pemerkosaan bukanlah zina, tetiyiiurmat an-nisa(perampasan kehormatan
wanita). Dan ini akan berimplikasi bukan hanya ped& pembuktian, tetapi
juga pemberian hukuman bagi pelaku perkog3an.

Mengenai kejahatan perkosaan itu sendiri menurwdulisalam Arief
bahwa hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagayang dipaksakan
(al-wath bi al-ikrah) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman yang sangat
berat berat yaittnad”* dan para ulama’ telah sepakat tidak ada hukunaah
bagi yang dipaks#. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa paksaan tersefaut bi
berupa paksaan yang nydt-ikrah al-mulji), ancaman akan dibunuh, atau
kondisi yang membahayakan dirin§/a.

Ikrah ini didefinisikan oleh sebagian fugoha’ adalah ggbaerikut:

2 Luthfi Asyaukanie,Politk, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Figh Komieorer,
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, Cet.l), him. 41-42

2L Abdul Wahid, dan Muhammad Irfa®p, Cit, him. 136.

22 Abdul Qodir AudahEnsiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri’ al-Jihal-Islamiy
bil Qonunil Wad'iy,(PT. Kharisma limu, Juz. IV.), him. 164.

2 Jaih Mubarok, Enceng Arif Faiséaidah Figh Jinayah, Asas-Asas hukum Pidana Islam
(Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2004), him. 94.
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o Vs f ol s 38 oy (s Y1 alady b ady

Artinya: “Paksaan ialah perbuatan yang dilakukamus& karena (paksaan)
orang lain sehingga hilang keridloanya serta mérp##anya*

Untuk memperjelas definidkrah diatas bisa dilihat menurut pendapat
para ulama’ dalam kaidah figh jinayah berkenaangdenmenghilangkan
kemadharatan yaité! sl @i 5 xal “kemadharatan membolehkan seseorang
melakukan hal-hal yang terlarang” kemadharatan k¢madaan darurat adalah
kekhawatiran akan adanya kerusakan jiwa atau sabagiggota badan baik
secara keyakinan atau dugaan. Seperti kemadharatgnditimbulkan karena
adanya paksaan dari pelaku perkosaan yang dapghitamgkan kerelaan dan
merusak pilihan dari korba.

Kemudian mengenai sifat paksaan dalam tindak pidé&iam sudah
mengaturnya dalam kaidah Figh tentang menghilangkaradharatan , yaitu:

Yang pertamagladl (e sl a8 0 1S Y “ Paksaan menuntut adanya
paksaan” Maksudnya bahwa suatu paksaan itu hasagalidengan tindakan-
tindakan nyata seperti pemukulan, cekikan atauategah. Sedangkan menurut
ulama’ Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, paksaan alkd menuntut adanya
perbuatan nyata, melainkan sekedar ancaman.

Yang kedua, ol 8 el “Ancaman semata-mata merupakan

paksaan”, kaidah ini mengandung bahwa ancaman aesndfth merupakan

2 Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddelik Agama Dalam Hukum Pidana Di
Indonesia(Bandung: Angkasa, 1982), him. 105.
%% |bid, him, 86.
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paksaan, ia tidak memerlukan perbuatan nyata s@eenukulan atau cekikan.
Hal ini disebabkan yang dimaksud paksaan tersefalala untuk menimbulkan
rasa takut kepada orang yang dipalséemudian mengenai hukumarad
bagi pelaku yang memaksa zina sama halnya dengmtkan laki-laki
dewasa yang menyetubuhi perempuan yang masih(ketiim dewasa)’

Jadi, menurut penulis bahwa vonis 7 tahun penjama denda Rp
60.000.000,- yang dijatuhkan majelis hakim kepaddakwa pelaku perkosaan
dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No. W2R®R010/PN.
Semarang, menurut penulis masih kurang dapat melgidkepentingan
korban mengingat korban yang masih dibawah umur dkibat yang
ditimbulkan dari kejahatan itu, korban akan mengaleenderitaan yang lebih
berat lagi sebab kekerasan yang dialaminya akanjagierauma yang
membayangi perjalanan hidupnya, kalau bertemu daerigaum laki-laki,
\mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takutjateni relasi dengany&.

Apabila hal ini ditinjau dari segi hukum Islam, gel bahwa pelaku
diancam dengan hukuman yang sangat berat yaitudan korbanya tidak
dijatuhi hukuman sama sekali. Menurut penulis vgaisg dijatuhkan kepada
pelaku belumlah sebanding dengan penderitaan yaatand korban,
seharusnya perlu juga dipertimbangkan mengenainkiegan dan hak-hak

korban, lebih-lebih dapat mengupayakan adanya gagitberupa kompensasi,

*® Ibid, him, 88.
*"Ibid, him, 128.
2 Abdul Wahid, dan Muhammad Irfa®p, Cit, him. 79.
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restitusi dan rehabilitasi bagi para korban peransayang mengalami
penderitaan secara fisik maupun psikologis. Upayeesi itu akan lebih dapat
memberikan perlindungan terhadap hak-hak korbarporadapat memberikan
citra baik untuk penegakan hukum di Indonesia.

B. Analisis Ganti Rugi Terhadap Korban Pemerkosaan
1. Analisisterhadap Amar Putusan PN Semarang

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamadgpani hukum
(equality before the layymerupakan salah satu ciri Negara hukum. Demikian
pula terhadap korban yang harus mendapat pelaydn&um berupa
perlindungan hukum bukan hanya tersangka atau Keedasaja yang
dilindungi hak-haknya, tetapi korban juga harugdilingi. Kiranya wajar jika
ada keseimbangan bdlancg perlindungan tersangka/terdakwa dengan
perlindungan korbarf?

Menurut Aliran Klasik Deklasieke Schplbahwa tujuan hukum pidana
adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan goexsa negara demi
memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, obfyelengan penjatuhan
pidana yang lebih menghormati individu. Sedangkamumut aliran modern

(kriminologis) bahwa tujuan hukum pidana adalah mperkembangkan

2 Bambang Waluyoyiktimologi Perlindungan Korban Dan Sakélakarta: Sinar Grafika
Offset, 2011), him. 8.
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penyelidikan terhadap kejahatan dan penjahat, asall cara pencegahan,
hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakatdanii dari kejahatar?

Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No.
425/Pid.B/2010/PN. Smg. dengan terdakwa AryonoRanto Dikromo telah
melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umtu Mova Susan
Nurwanti umur 10 tahun. Setelah sidang di pengadifajelis memutuskan
terdakwa dikenakan dengan dasar hukum Subsidesal Bd ayat (2) UU RI
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) REH
tentang perbuatan berlanjut. Dengan isi putuséerglakwa dijatuhi hukuman
7 tujuh tahun penjara dan denda Rp 60.000.000,-

Dalam memutuskan perkara tersebut majelis mengagundieberapa
pertimbangan hukum, yaitu:
1) Hal-hal yang memberatkan

a) Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatanya

% Bambang WaluyoNarapidana dan Proses Pemasyarakatéfakarta: Sinar Grafika,
1990), him. 19.

3L Bunyi Pasal 81 Ayat 1 dan 2: (1) Setiap yang dersgmgaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persatudehganya atau dengan orang lain,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (tietas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tigasrata rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,-(enam puluh juta rupiah). (2) Ketentpigiana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengeiakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persednbdanganya atau dengan orang lain.
IndonesialUndang-Undang Perlindangan Anak (UU RI No.23 TrD2)0(Jakarata: Sinar Grafika,
2011, Cet. V), him. 29.

32 Bunyi Pasal 64 Ayat (1) KUHP: (1) Jika antara rapa perbuatan, meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ddmdanya sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, makgahditerapkan satu aturan pidana; jika
berbeda-beda maka yang diterapkan yang memuat ancgaidana pokok yang paling berat.
IndonesiaKUHAP dan KUHR (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 26.
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b) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mendexitena

c) Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban yasily anak

2) Hal-hal yang meringankan
a) Terdakwa belum pernah dihukum

Sebelum menganalisis putusan tersebut penulis akanjabarkan
terlebih dahulu tentang alat bukti yang digunakasajefis hakim dalam
memutus perkara terebut. Alat bukti yang digunaldeh hakim dalam
membuktikan perkara tersebut antara lain:

1) Keterangan saksi itu terdiri dari keterangan saksig meringankan dan
yang memberatkan, antara lain:

a) Keterangan saksi yang meringankan itu antara Rigiwawanti, Nova
Susan Norwanti Binti Susanto, Juminten Binti SHining Surati Binti
Sukma dan Sumadi Bin Ngadiman.

b) Keterangan saksi yang memberatkan antara lain: é8merMat Takul
Anam, Umi Chotimah, Wiyono.

2) Barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah sprei waraeh, 1 (satu) buah
celana pendek dan celana dalam terdakwa, 1 (saf) belana dalam
korban warna putih.

3) Keterangan terdakwa yang telah menyatakan bahwah telelakukan

perbuatan perkosaan dengan Nova Susan Norwanti®Risanto™

3 si Putusan Pengadilan Semarang Perkara NomotP#RB/2010/PN. Semarang.
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Dari alat-alat bukti yang digunakan majelis diataglah memenuhi
ketentuan Pasal 183 KUHAP yang bunyiry/a:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana Hepseorang kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat buktig yaah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidanardmrar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.

dari alat-alat bukti dan pertimbangan hukum didatabukti bahwa terdakwa

memang benar-benar bersalah dan melanggar hukum.

Seperti yang diterangkan dalam Pasal 81 Ayat (2)RJWo. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa seorang yaigkokan pemaksaan
dan ancaman kekerasan untuk melakukan persetulpidlananya 15 (lima
belas) tahun penjara dan denda paling banyak R®G0®00,- (tiga ratus juta
rupiah) dan (paling sedikit Rp 60.000.000,- (enarulp juta rupiah).

Dari pasal ini bisa diuraikan sebagai berikut:

1) Adanya unsur ancaman dan kekerasan untuk melakukasetubuhan, ini
berarti unsur perbuatan yang dimaksud dalam Pds&8 Perlindungan
Anak sesuai dengan unsur perbuatan yang ada dalsah 7285 KUHP yaitu
kejahatan perkosaan yang diancam dengan pidarend@ penjara.

2) Dipidana 15 (tahun) dan denda Rp 300.000.000a ¢agus juta rupiah), ini

berarti hukuman yang di terapkan adalah pidanakpgkag mengacu pada

Pasal 64 ayat (1) KUHPtentang perbuatan berlanjut.

3 IndonesiaK UHAP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 271.

% pasal 64 ayat 1 KUHP “ Jika anatara beberapa ptbu meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubumgsegemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, makgahditerapkan satu aturan pidana; jika
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Akan tetapi apabila dicermati dari unsur-unsur yadg dalam Undang-
Undang Pelindungan Anak Pasal 81 Ayat (2) sebeaasayna dengan unsur
yang ada dalam Pasal 285 KUHP, yaitu disebutkamguruancaman dan
kekerasan untuk melakukan persetubuhan, namun R&%alKUHP tidak
menyebutkan pidana pokok berupa denda, jadi Pakahy@t (2) UU RI
tentang Perlindungan Anak masih lebih baik dariapg@ésal 285 KUHP.
Walaupun Pasal 81 Ayat (2) tentang PerlindungankAah mencantumkan
pidana pokok berupa denda akan tetapi belum sepgaumemberikan
perlindungan terhadap hak-hak korban perkosaamgipgng menjadi korban
adalah anak dibawah umur dan uang dari pembayaradaditu masuk kas
Negara jadi yang diuntungkan dari penjatuhan pidierala ini adalah negara
bukan korbari®

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indongsfaun 1945
yang mengatur hak-hak asasi manusia pada pasahgst d, berbuny’

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, nperigan, dan

kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yangasdmhadapan

hukum.”

Dan pasal 28 g ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pripadeluarga,

kehormatan, maratabat, dan harta benda yang dib&ekbhasaanya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan mizaiman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang rakamphak asasi.”

berbeda beda yang diterapkan yang memuat ancamanappokok yang paling berdbid. him.
22.

% Niniek Suparni,Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan itReman
(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 68.

37 Bambang Waluyoyiktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Op, Gin. 34.
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Dari kedua Pasal diatas bisa dipahami bahwa Negegamin atas
perlindungan bagi setiap warga negaranya berupangh@ngan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Keker@®alam
Rumah Tangga dijelaskan bahwa perlindungan dick#imn sebagai segala
upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa amdaflssk maupun mental,
kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluardapleat, lembaga social,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak &ibgik sementara maupun
berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan pediaad yang tertuang
dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayyang wajib
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aperamanan untuk
memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, deparban dan saksi ,
dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan daak pmanapun, yang
diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, péman, dan atau
pemeriksaan disidang pengadifnApabila merujuk pada kedua undang-
undang diatas maka sangat pantas bila terdakwaidiyiiukuman yang lebih
berat dari yang sudah diputus oleh majelis hakim.

Untuk menjawab permasalahan hukuman bagi pelaktasdigang
diterapkan oleh majelis hakim dalam Pengadilan Ne&§emarang: No.

425/Pid.B/2010/PN.Semarang maka perlu juga ditenapkeori hukuman

3 Ditulis oleh Prakoso, www.prasko.com/2011/02/petigesperlindungan-hukum.html,
diakses Pada Tanggal 03 Mei 2012.
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(straftheorien dari aliran pemikiran kriminologis (aliran modgiyang terbagi

dalam 3 golongan besar, adalah sebagai berikutt:

1) Teori absolut atau teori pembalasan
Teori ini menjelaskan bahwa didalam kejahatan iendgi terletak
pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manéeg liendak dicapai,
hal ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi, menuedri ini pidana
dijatuhkan semata-semata karena orang telah melakalatu kejahatan
atau tindak pidana.

2) Teori relative atau teori tujuan
Menurut teori ini diterangkan bahwa suatu kejahatdak mutlak harus
diikuti dengan suatu tindak pidana. Untuk itu tilddikcukup dengan adanya
suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan palafaat pidana bagi
masyarakat maupun bagi terpidana itu.

3) Teori gabungan
Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teatsolutdan teorirelatif yang
dapat memberikan hasil yang memuaskan. Aliranidashrkan pada tujuan
pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyayakgt diterapkan
secara terpadd.

Dari tiga golongan teori diatas, bisa disimpulkahwa hukum pidana
Indonesia bertujuan untuk melindungi korban daratsutindak kejahatan

seperti kejahatan perkosaan, terutama dalam bemtmkidanaan terhadap

%9 Niniek SuparniOp, Cit,hlm. 16-19.
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pihak yang dinyatakan bersalah sebagai pelaku Kipidana. Penghukuman
yang dijatuhkan kepada pelaku, merupakan salahhedwyang dituntut oleh

pihak korbarf® Apabila kita menganut pada teori gabungang dianut oleh

aliran pemikiran modern (kriminologis) ini maka tutan pemberatan
hukuman seperti hukuman mati terhadap pemerkosgpdaanganan secara
manusiawi terhadap korban perkosaan, terutama amak-dibawah umur

wajib mendapatkan prioritas baik secara yuridis poausosiologis seperti
pemberian (kompensasi, ganti rugi dan rehabilitdan perlakuan sosial
terhadap harkat kewanitaan) merupakan hukuman yeatigg tepat untuk

terdakwa pelaku kejahatan perkosaarf’ini.

Terkait dengan permasalahan ganti rugi bagi Kkorlpmrkosaan
tampaknya bukan menjadi hal yang baru lagi, di tagise Negara seperti
Inggris (1964), Belanda, Selandia Baru (1964), d#egara-negara lainya,
korban bisa mendapat ganti rugi. Di Australia dianudari Negara bagian
News South Wales, dan diikuti oleh Negara bagiaree@sland, South
Australia dan Western Australia (1970) melalui Gnab Injuries
Compentation, dari Negara bagian Tasmania (197&)akotelah mendapat
restitusi dan kompensasi. Begitu pula di CanadaloieCompensation Injuries
(1967) dan di Jepang lewat Criminal Indemnity. Bahldibeberapa Negara
bagian Amerika sudah dipakai sebagai pertimbangamjafuhan pidana bagi

pelaku.

0 Abdul Wahid, dan Muhammad Irfa®p, Cit, him. 154.
*bid, him. 19.
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Permasalahan yang menjadi pertanyaan bagi setinpaipekeadilan
adalah bagaimanakah jika jaksa dalam kasus terskdmit mengajukan
banding, apakah hak korban dalam situasi sepéttisa mengajukan banding.
Menurut topo santoso “perlu diperjuangkan perlirghm terhadap korban
perkosaan, baik dalam pertimbangan penjatuhan gjdganti rugi, bahkan
perlu suatu perlindungan khusus, misalnya perpiadatsekolah bagi
perempuan dibawah umur, tempat tinggal, atau pekerparu untuk “proses
penyembuhan” kehidupanya. Meskipun tampaknya ursitikasi Indonesia
memang masih agak berat untuk merealisasikannya, @ itu menjadi
kewajiban pemerintai®

Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya bedu sebagai
pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegafuamum maupun khusus)
dan juga perbaikan. Dan dalam kenyataanya pula asangelindungi
masyarakat dari tindakan jahat masyarakat sepel@hggaran hukum (fungsi
perlindungan).

Didalam hukum pidana Islanmis{amic penal systejrdikenal tiga jenis
hukuman punishmerjt yaitu had gqishas ta’zir. Karena dalam skripsi ini
membahas tentang perkosaan yang termasuk dalaak tpidana zina yang
hukumanya adalah had maka tujuan dari hukuman dalah pembalasan,

pencegahan dan perbaikan.

“2Topo SantosdQp, Cit him. 43.
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Pertama, tujuan pembalasan yaitu kerasnya hukuaanarangan setiap
bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengakatn lain, wajib
dijalankan jika kejahatan ini terbukti. Menurut Muhmad Qutb, kerasnya
hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikqglaigisgan maksud untuk
memerangi kecenderungan para penjahat dalam maealartggkum, Islam
menentukan hukuman keras yang menggambarkan @erhathadap akibat-
akibat kejahatan.

Kedua, dikenalnya tujuan pencegahan dalam systémmhpidana Islam
adalah lebih dalam dan lebih tegas disbanding syststem lain. Disini
pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama uperighukuman khususnya
untuk hukumanhad, Mawardi mendefinisikarhudud sebagai “hukuman-
hukuman pencegahan yang ditetapkan tuhan untuk egahcmanusia dari
melakukan apa yang la larang dan dari melalaikanyapg la perintahkan”.

Ketiga, tujuan perbaikan, menurut lbnu Qoyyim bargapat bahwa
hukumanhad ialah bernilai baik dengan perbaikaeférmativg, pembalasan
(retributive) maupun pencegahadeferenck*®

Menurut A. Djazuli dalam figh Jinayat bahwa hukumian diterapkan
untuk memperbaiki individu, menjaga keseimbangarsyaakat dan tertib
sosial, jadi hukuman yang dijatuhkan kepada peladjahatan tidak semata-
mata bertujuan membuat jera, membalas dan menpidiéku agar menyadari

kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya serta mataubat, tetapi juga

3 |bid, him. 51-52.
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bermanfaat bagi masyarakat, khususnya korban kejahgang merupakan
anggota masyarakat dan hukuman yang dijatuhkan nbldanya untuk
kepentingan prifat namun juga untuk kepentingadikbub

Berkaitan dengan masalah perkosaan, jenis hukumamg ybisa
dikenakan dan dieksekusi kepada pelaku adalah thapgijak paddad yang
dijatuhkan semasa Rosulullah (dalam kasus perkosahadap wanita yang
akan menjalankan sholat malam), yakni merajam pekzk

Memang dalam kasus itu tidak ada penjelasan leifui mengenai
pengertian rajam yang dilakukan kepada pelaku ged® namun tetap dapat
di interprestasikan bahwa rajam yang diterapkatidak berbeda dengan jenis
rajam yang diterapkan dalam kasus perzinaan mukhmeskipun demikian
jika dikaitkan dengan jenis kasusnya yang termg@&ukinaan dengan paksaan,
maka hukuman rajam (melempar dengan batu kepadzkumsia sampai
meninggal dunia) cukup pantas diterapkan.

Model eksekusi yang memiliki bobot yang cukup tindglam dalam
kaitanya dengan mencegah maraknya kejahatan itaragkan secara
bermacam-macam oleh kalangan penegak hukum sdpnya had yang
berkaitan dengan kejahatan perzinaan misalnya peabasingan diganti
dengan pemenjaraan, sedangkan perajaman difokysk@en hukuman mati
dengan cara ditembak, disuntik, diestrum pakarikisdipenggal kepalanya

maupun yang lainya.
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Sebagai contoh, kerajaan Saudi Arabia, pada bulapeiber 1977
melaksanakan pidana mati atas pelaku zina, yarhadep Putri Misha dan
Muslih Al-Shaer, Terhadap putri Misha ditembakkagtubuhnya tiga kali
tembakan dengan pistol dari jarak dekat, dan teqmalluslih dilakukan
potong leher dengan pedang oleh seorang algojandalasisi berjongkok
dengan kepala tegak agak kedepan.

Apabila ditinjau dari kepentinganya kepada korbajakatan, seperti
korban kejahatan perkosaan, maka model hukumanseeiti cara ditembak,
diestrum, dan dipancung, rasanya sudah memenubhiegan korban. Pihak
korban sudah dipenuhi dan dijembatani hak-hak gasiecara yuridis, yakni
menghukum pelaku yang telah menjatuhkan dan metacelmartabat
kewanitaanyd?

Dalam hal hukuman, Satria Effendi, berpendapat kbahwkuman
perkosaan pun berbeda dengan perzinaan yang didalsuka sama suka. Jika
sanksi zina adalahad (dera atau rajam), untuk perkosaan sanksinya ladala
had disertai hukuman tambahata’¢ir) yang ditentukan majelis hakim dengan
cara pembuktian dan sanktyatas®®

Menurut penulis vonis yang dijatuhkan oleh PengadilNegeri
Semarang dalam Putusan Pengadilan Negeri  Semarahip.
425/Pid.B/2010/PN. Smg. seharusnya hukuman pidang glijatuhkan kepada

terdakwa pelaku perkosaan lebih berat lagi sepakiimanhad dalam hukum

4 Abdul Wahid, dan Muhammad Irfa®p, Cit, him. 146.
“5 Luthfi AsyaukanieOp, Cit,him. 41-42.
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Islam dan hukuman pidana pokok berupa denda bgeamtiidengan hukuman
tambahan berupa ganti kerugian karena hukuman ddretapa uang
kebanyakan masuk pada Negara bukan kepada korlpahil& dibenturkan
dengan konsepliyat dalam hukum Islam, hal ini jelas sangat berterdang
karenadiyatdenda dalam hukum Islam diberikan oleh pelaku #agdeorban
bukan kepada Negara, jadi dalam Perkara: No. 4RF42010/PN Smg.
korban perkosaan belum mendapatkan perhatian daimdomgan oleh

penegak hukum terutama menyangkut hak-hak dan kegan korban.

2. Implikasi Ganti Rugi

Dalam rangka konsep pengaturan terhadap korbahdtaja khususnya
korban perkosaan, maka pertama-tama yang dipeahagitalah kerugian yang
diderita si korban, ternyata essensi kerugian betséidak hanya bersifat
material atau penderitaan fisik saja melainkan yayag bersifat psikologis, hal
ini dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaanatlh masyarakat dan
ketertiban umum. Sindrom tersebut dapat berupalisehgan, rasa curiga,
sinisme, depresi, kesepian, dan pelbagai perilaagipindaran yang laff.
Apa lagi korban dari kejahatan perkosaan dalamirtiglang menjadi korban
adalah anak yang masih dibawah umur, umunya mea&ka mengalami

penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekergseny dialaminya akan

“® Muladi, Dan Barda Nawawi ArieBunga Rampai Hukum Pidan&Bandung: Penerbit
Alumni, 1992), him. 79.
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menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidugtatau bertemu dengan
kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinyaj jaga takut menjalin
relasi dengany#.

Menurut Arif Gosita bahwa anak wajib dilindungjaa mereka tidak
menjadi korban tindakan siapa saja (individu at@orkpok, Organisasi swasta
maupun pemerintah) baik secara langsung maupualédgsund'®

Upaya ganti rugi kepada mereka yang menjadi korparkosaan
merupakan suatu langkah untuk melindungi hak-hagfi Ibaereka wanita
korban perkosaan karena perlindungan terhadap tkadrbdak pidana dapat
diartikan sebagai perlindungan untuk memperolehinamsantunan hukum
atas penderitaan/kerugian orang yang telah digtanbian tindak pidan®.

Berkaitan dengan ganti rugi sebagai bentuk pertigdn terhadap
korban kejahatan maka ada beberapa peraturan pegHuthidangan yang bisa
diterapkan berkenaan dengan hak-hak umum yangikiimleh korban dan
keluarganya apabila dikemudian hari mengalami karugitau penderitaan
sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang PEagaHak
Asasi Manusia dalam salah satu pasalnya disebuikhwa korban berhak

untuk memperoleh ganti kerugian atas penederitaang ydialaminya.

7 Abdul Wahid, dan Muhammad Irfa@p, Cit him. 79.

8 Maidin Gultom,Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Raradnak Di
Indonesisa(Bandung: PT Refika Aditama, 2010), him. 2.

49 http://realitamasakini.wordpress.com. Rahmat illaBesri, Perlindungan Korban
Perkosaan, diakses pada tanggal 5 Mei 2012.
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Pemberian ganti kerugian itu dapat diberikan oletaku atau pihak lainya,
seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentiuk umenangani masalah
ganti kerugian korban kejahat#h.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/R@sBdn 1985 telah
menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebitammemperoleh akses
keadilan khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

1. Compassion, respect and recognition;

2. Receive information and explanation about thegpess of the case;
3. Provide information;

4. Providing proper assistance;

5. Protection of privacy and physical safety;

6. Restitution and compensation;

7. To access to the mechanism of justice system.

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersestiara memadai mulai
dari bantuan keuangan hingga hak atas pelayanars maad bantuan hukum,
tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diedra eksistensinya karena
melalui peran korban dan keluarganya diharapkarggrdangan kejahatan
dapat dicapai secara signifikan.

Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari kotkgjahatan, antara
lain:>*

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakimdg#balas dendam

terhadap pelaku (tindakan pembalasan)

* Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultor@p Cit, him. 54-55.
*1bid, him. 54-55.
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2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kekmargterulangnya
tindak pidana

3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadangenai terjadinya
kejahatan kepada pihak yang berwenang

4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yangatarberlebihan kepada
pelaku

5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu Hagn yang menimpa
dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korlaarkéluarganya

6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang benkiépgan dalam
upaya penanggulangan kejahatan

7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina dendsi untuk tidak
menjadi korban lagi.

Dari hak-hak korban diatas maka upaya memberikatingengan
berupa ganti rugi kepada korban perkosaan menjesiiatu yang harus
dilakukan apalagi jika melihat perlindungan yangedikan oleh hukum dalam
ketentuan Pasal 14 c ayat (1) KUHP telah memberniatindungan terhadap
korban kejahatan, pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam pasal 14a kedahm hal

dijatuhkan pidana denda, maka bersama-samgadesyarat umum,

bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan Kingdana,
hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa ormg glipidana
itu akan mengganti kerugian yang terjadi karendak pidana itu,

semuanya atau sebagiannya saja, yang akan #@entpada perintah
itu juga, yang kurang dari masa percobaah itu.
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Menurut ketentuan pasal 14c ayat (1), majelis dapatjatuhkan pidana
dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidargardemaksud guna
mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada koran.

Kaitanya dengan upaya ganti rugi sebagai bentukndangan kepada
korban kejahatan khususnya korban kejahatan pexkossaka dalam rangka
pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatsebiut, secara mendasar
dikenal dengan dua model pengaturan yakni: (1) inbedk-hak prosedural
(The Procedural Rights Modedan (2) model pelayanaiii{e services Modgl

Yang pertama, Model Proseduralhge Procedural Rights Modelni
penekanan diberikan pada kemungkinanya si korbarkumemainkan peranan
aktif didalam proses criminal atau didalam jalapyases peradilan. Dalam hal
ini si korban diberi hak untuk mengadakan tuntutpidana atau
untukmembantu jaksa atau hak untuk dihadirkan datendar disetiap
tingakatan siding pengadilan dimana kepentingaesait didalamnya?

Dengan menggunakan model procedural ini perlindardjberikan oleh
undang-undang bertujuan agar korban lebih berpadindalam proses pidana
maka jalan yang bisa ditempuh menggunakan modeldailah mengacu pada
Pasal 98 KUHAP dan Undang-Undang NO 13 Tahun 20@htahg
Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam KUHAP (UU I8oTahun 1981)

dalam pasal 77 diatur tentang kewenangan pengaugigari untuk memeriksa

2 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politk dan Sistem Peradilan apid, (Semarang:
Universitas Diponegoro, 1997), him. 184.
*3 Muladi, dan Barda Nawawi Arifpp, Cit, him. 79-80.
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dan memutus ganti rugi dan rehabilitasi bagi seprsang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutdemudian Pasal 98
KUHAP diatur tentang kemungkinan penggabungan pargagatan ganti dan
ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersgamgkuDalam hal ini
korban bisa menuntut ganti rugi yang dibebankara#teppelaki® Pasal 98
KUHAP ini tidak saja memperhatikan hak dari peldikwdak pidana, tetapi
juga hak dari orang yang menderita kerugian “miditeyang disebabkan
dilakukanya suatu tidak pidandHal ini dikuatkan dalam konsep rancangan
KUHP Baru tahun 1987/1988 dalam pasal 64 ayat 4 kensep), yang antara
lain menyatakan pencantuman pemenuhan ganti keruggdagai pidana
tambahari/

Penggabungan perkara ganti rugi ini merupakan &l dalam praktek
penegakan hukum di Indonesia, KUHAP memberikan qutois hukum bagi
“korban” tindak pidana, untuk menggugat ganti rygng bercorak perdata
terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaargeiflana yang sedang
berlangsung®tanpa menunggu putusan perkara pidananya terledfitulal

Selanjutnya mengenai syarat-syarat untuk melakygleargygabungan tersebut.

>* Muladi, dan Barda Nawawi Ariefbid, him. 88.
5 Asmawi, M. HanafiGanti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHARJakarta: Pradnya

Paramita, 1992), him. 6.

% Djoko PrakosoMasalah Ganti Rugi Dalam KUHARJakarta: Bina Akasara, 1988), him.

109.

> Muladi, dan Barda Nawawi Ariefpid, him. 89. Pidana Tambahan dalam rancangan

undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 18&&rdiri dari: (1) pencabutan hak-hak
tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentutalgihan, (3) pembayaran ganti rugi, (4)
pemenuhan kewajiban adat. Niniek Supa@p, Cit,him. 33.

8 M. Yahya HarahapQp, Cit him. 46.
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diatur dalam pasal 98 ayat (2), yakni selambat-Emf@ sebelum penuntut
umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuwntuim tidak hadir,
permintaan selambat-lambatnya sebelum hakim médmgatu putusan, dalam
hal penuntut umum tidak hadir maka pengertian titadirnya penuntut umum
dalam perkara pidana ini karena perkara tersebputus dengan acara
pemeriksaan cepat.

Adapun hukum acara untuk melakukan tuntutan gastudian ini
berlaku Hukum Acara Perdata, sebagaimana diatandaflR (Pasal 101
KUHAP). Sebagaimana kesimpulan dari Pasal 98 diataka ketentuan

tersebut mensyaratkan:

a. Adanya permintaan dari yang dirugikan

b. Benar-benar ada kerugian yang diakibatkan dari yagan/tindakan
terdakwa

c. Permintaan tuntutan ganti kerugian ini selambatamya sebelum hakim
menjatuhkan putusan.

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi maka Pasal 9BIAP mewajibkan
Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenanganytak umengadili
gugatan tersebut, yakni tentang kebenaran gugatan tdntang hukum
penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pyaakg dirugikan, putusan
mengenai ganti rugi dengan sendirinya akan memglerkekuatan hukum

tetap, apabila putusan pidananya memperoleh kekhateum yang tetap pula.
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Kemudian dalam Pasal 100 KUHAP menjelaskan: (1)oigoaerjadi
penggabungan antara perkara perdata dan pidana pekggabungan itu
dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaaa fragkat banding. (2)
apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukanding, maka
permintaan banding mengenai putusan ganti rugk tiifgerkenankan’

Dari keseluruhan aplikasi yang diberikan oleh hukyaitu KUHAP
menunjukan bahwa penggabungan gugatan tersebut gealara pidananya
bertujuan agar gugatan itu dapat diperiksa dan tupsekaligus dengan
perkara pidananya, sehingga dengan demikian dalaosegur untuk
beracarapun tidak dilakukan sendiri akan tetapi piarsedur yang diberikan
oleh hukum dalam Pasal 98 KUHAP tersebut dalamtipraka kurang efektif
diterapkarf® mengingat masih banyaknya kelemahan-kelemahanmdala
ketentuan mengenai syarat-syarat yang di tetapkami tidak disebutkanya
kerugian yang bersifat “immateriil” yang tidak dapdimintakan lewat
prosedur inf*

Selanjutnya model prosedural diberikan berdasakied@ntuan Undang-
Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan StsiKorban, sebelum
membahas bentuk perlindungan secara proseduraldyfgegkan oleh undang-
undang PSK ini terlebih dahulu kita lihat dalam kemsi PBB, yakni

Convention Against Transnasional Organized Crimsseibly Resolution

%9 Djoko PrakospOp, Cit him. 110-111.
0 Bambang Waluyoyiktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Op, ®in. 4.
®1 Djoko PrakospOp, Cit,him. 113.
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55/25, annex |, entered into force on 29 Septen#i¥)3 (Konfensi PBB
melawan kejahatan transnasional terorganisasi,liReddajelis Nomor 55/25,
lampiran berlaku 29 September 2003). Dalam Pasan2dra lain disebutkan
agar Negara anggota melakukan upaya-upaya pantabarikan perlindungan
yang efektif terhadap pembalasan atau intimidagi &ksi dan korban.
Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan kordan saksi
tertuang dalam beberapa undang-undang, salah sdangrundang tersebut
seperti yang ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Ndgwdahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwhingengan saksi dan

korban berdasarkan pad@enghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa

aman, keadilan, tidak diskriminatif, kepastian huki Berdasarkan Undang-

Undang PSK pasal 5 ini bahwa setiap saksi dan kdvbehak:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, akgdy dan harta
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkeaagardkesaksian yang
akan sedang, atau telah diberikanya

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukanukgmérlindungan dan
dukungan keamanan

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

d. Mendapatkan penerjemah

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

2 Bambang WaluyaQp, Cit,him. 36.
®KomnasPerempuan, Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban (Jakarta:
paragraphworld@yahoo.com, 2009), him. 70.
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f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kaus

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan

i. Mendapat identitas baru

j. Mendapatkan kediaman baru

k. Mendapatkan nasehat hukum

I. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampaasdrat waktu
perlindungan berakhir.

Hak-hak khusus saksi dan korban yang diberikan aletang-undang
PSK dalam Pasal 5 diatas dilakukan diluar pengadidan dalam proses
peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi.ddaai Hak yang diberikan
dalam proses peradilan dapat diklasifikasikan dataga kelompok waktu
yaitu: hak yang harus diberikan pada proses paradihak selama proses
peradilan dan hak selama berakhirnya proses parddiPemberian hak-hak
tersebut secara selektif dan prosedural diberikatalm LPSK (Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korbaf)Namun dalam Pasal 5 ini hak-hak yang
dimaksudkan hanya pada kasus-kasus tertentu séfiedak pidana korupsi,
tindak pidana narkotika/psikotropika, terorisme,ndaéndak pidana yang
mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada sity@sj membahayakan

jiwanya®®

 Komnas Perempuathid, him. 38.
® Bambang WaluyaQp, Cit him. 41.
% Ibid, him. 41.
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Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 200&gaskan
bahwa tujuan perlindungan adalah untuk memberikaa aman kepada saksi
dan/atau korban dalam memberikan keterangan pdig ggoses peradilan
pidana. Jika asas tujuan perlindungan dilaksanalemara baik, bukan saja
korban dan saksi yang mendapat perlindungan teghiti luas lagi tentu saja
masyarakat, bangsa, dan negara terlindungi kemutigara akan dianggap
telah melaksanakan kewajibanya melindungi wargaig@gan baik. Hal ini
merupakan salah satu tujuan Negara yang termakalamd pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

“...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi s@gebangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Bukan hanya itu saja, perlindungan di atas mempdiagian politik
hukum pidana yang selama ini terlihat lebih banyaiemihak ke
tersangka/terdakwi.

Selanjutnya bentuk perlindungan yang ditandai deng&mberian
kompensasi bagi korban dalam kasus pelanggaran Hb&Mt bisa dilihat
dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006;%a
1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadiEmpa:

a) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hskrasausia yang
b) Elzrlfltétas restitusi dan ganti kerugian yang menjadggung jawab

pelaku tindak pidana.
2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi ddoeokeh pengadilan.

57 1bid, him. 38-309.

% |ndonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, N&. Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.
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Maksud pemberian ganti rugi dalam konteks Undandddg
Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 7 b lagelaggantian kerugian
yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebaghihsaatu bentuk
pertanggung jawaban pelaku tindak pidana. SemeRtasal 7a Negara hanya
akan bertanggung jawab untuk memberikan kompersagi korban dalam
kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berk, uittuk kasus lainy®.
Dari ketentuan Pasal 7a diatas dapat disimpulkahwdayang berhak
mengajukan kompensasi, restitusi, dan rehabilisdalah “seorang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugiememi yang diakibatkan
oleh suatu tindak pidana”, yang dalam ketentuamikiiususkan pada korban
pelanggaran HAM berat dan tindak pidafa.

Menurut Arif Gosita diterangkan bahwa yang dimaksedgan korban
adalah mereka yang menderita jasmaniah maupun iethaebagai akibat
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepganirdiri sendiri atau
orang lain yang bertentangan dengan kepentingan rddn asasi yang
menderita*

Khusus untuk wanita korban perkosaan, derita yaatpminya tidak
dapat dibandingkan dengan korban perampokan, gancatau penjambretan,
korban semacam ini umumnya terbatas kehilangam lherda, relative tidak

menderita batin dan tekanan social berkepanjangarun sebaliknya korban

9 Komnas Perempua@p, Cit,him. 38.
" pasal 1 angka 2 jo Pasal 7 ayat (1) UU No.13 T2006.
™ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatar{Jakarta: Akademika Persindo, 1983), him. 41.
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perkosaan, mereka kehilangan harga kehormatan,a hdimy yang tidak
mungkin bisa diganti, dibeli atau disembuhkan gpkal mencincang pelaku
hingga mati’? Lebih-lebih korban perkosaan anak-anak dibawahrumereka
akan mengalami penderitaan yang lebih berat laghals kekerasan yang
dialaminya akan menjadi trauma yang membayangalaergn hidupnya, kalau
bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak hangsnbencinya, tapi juga
takut menjalin relasi denganya.

Sebagai contoh dari kasus perkosaan pelanggaran bkt yaitu pada
kasus Adrei Chikatilo (57 tahun) yang dikenal dentjiagal Rostov” (Rostov
Ripper) yaitu seorang yang melakukan perkosaammseB? kali dan diikuti
dengan kejahatan pembunuhan selama 12 tahun di Red&, Ukraina dan
Usbekistan la dijatuhi hukuman mati.

Kemudian kasus pelanggaran HAM berat tersebut diklaat dalam
kasus komunitas etnis Albania Kosovo’dari kota keakdari desa ke desa,
pasukan Serbia terus melancarkan pemburuan terhadapa muda untuk
diperkosa. Pemerkosaan secara sitematis dan besamab itu dilakukan
ketika para serdadu Serbia itu melakukan penjarapangosongan, dan
pembakaran terhadap etnis Albania Kosovo, ribuanitevdberjuang mati-

matian untuk bisa meloloskan diri dari sergapadasu-serdadu gila itu/*

2 Eko Prasetyo, dan Suparman MarzuKerempuan Dalam Wacana Perkosaan
(Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 199n. 102.

3 Abdul Wahid, dan Muhammad Irfa@p, Cit him. 79.

" 1bid, him. 16-17.
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Terkait dengan tindak pidana perkosaan yang peda jdiperhatikan
adalah bahwa kejahatan perkosaan ini sudah termasilkm kategori
pelanggaran HAM yang cukup serius karena kejahdtan jelas-jelas
merupakan bentuk perilaku primitive yang menonjolkeafsu, dendam dan
superioritas, yakni siapa yang kuat yang berhakgmdrankan orang lain oleh
hakim.”®

Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan “masaleétogean tidak
dapat lagi dipandang sebagai masalah individu bela&tapi merupakan
problem social yang terkait dengan masalah haki asasusia, khususnya
berkaitan terhadap segala bentuk penyiksaan damapamn martabat
manusia*®

Menurut anggota LPSK Penanggungjawab Bidang Bant@mpensasi
dan Restitusi, Lili Pintauli Siregar, “bahwa LPSkemiliki kewajiban dalam
memberikan perlindungan dan bantuan terhadap kqrbdwsaaan, mulai dari
perlindungan hukum, fisik dan perlindungan psiKis”.

Korban tindak pidana perkosaan ini bisa mendapatkak-haknya
seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7arigAdndang
Perlindungan Saksi dan Korban, karena mereka jugagedami penderitaan

yang sama seperti korban-korban tindak pidana ddmek pelanggaran HAM

®Ibid, him. 62.

® Eko Prasetyo, dan Suparman Marz@p, Cit,him. 178.

" Ditulis oleh: LPSK: http://www.suarapembaruan.coome/lpsk-banyak-korban-
perkosaan-tak-tahu hak-haknya/11553 di Akses RadiaRebruari 2012.
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berat bahkan derita yang dialami lebih berat dadapderita yang dialami oleh
korban dari tindak pidana lain maupun korban delapggaran HAM berat.
Tata cara memperoleh perlindungan bagi korban pago yang
dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungési $an Korban bisa
diajukan kepada LPSK adalah sebagai berikut:
1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK
2. LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat 7 Hjulpari harus ada
keputusan tertulis
3. Apabila LPSK menerima permohonan, maka korban ndatangani
pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat daenien perlindungan
korban yang memuat:
a. Kesediaan korban untuk memberikan kesaksian datasep peradilan
b. Kesediaan korban untuk menaati aturan yang berkendg@ngan
keselamatanya
c. Kesediaan korban untuk tidak berhubungan dengam ajzapun dengan
orang lain selain atas persetujuan LPSK, selam@eemda dalam
perlindungan LPSK
d. Kewajiban korban untuk ridak memberitahukan kepai@pa pun
mengenai keberadaanya dibawah perlindungan LPSK
e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK

4. Tata cara pemberian bantuan
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a. Bantuan diberikan atas permintaan tertulis dari gydrersangkutan
ataupun orang yang mewakili kepada LPSK

b. LPSK menetukan kelayakan diberikanya bantuan kepadaan serta
jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan

c. Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan harueritdibukan
sesara tertulis kepada yang bersangkutan paling Taftujuh) hari sejak
diterimanya permintaan.

Kemudian tata cara memperoleh kompensasi, restilasi rehabilitasi
korban pelanggaran HAM berat dan bagi korban tinpiglana seperti yang
dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungesi Slan Korban
maka mekanisme pemberian ganti rugi dalam bentokpkosasi, restitusi, dan
rehabiliasi ditentukan berdasarkan Peraturan PataériNo 44 Tahun 2008
diatur melalui pasal 2 sampai dengan Pasal 19, gijigkan melalui LPSK®

Karena model prosedural ini dianggap kurang bisamemeihi
kepentingan korban dari golongan yang tidak mamml, ini dibuktikan
dengan keenggananya mereka mengajukan tuntutari gagif® maka
diharapkan para penegak hukum untuk lebih bisa regmagikan dan melayani
kepentingan korban, khususnya kepada korban tirgldkna yang tidak

mampu secara fisik, mental, sosial, maupun ekonomi.

8 Bambang WaluyoQp, Cit,him. 100-103.

9 Keengganan menuntut ganti rugi tersebut mempubgdierapa sebab yang perlu
diperhatikan adalah sebagai berikut: (1) Tidaknmpiempersuli diri dengan mengadakan tuntutan
ganti rugi, (2) hasil jerih payah menuntut gantjirini tidak seimbang dengan kerugian yang
diderita, (3) Peristiwa tidak boleh diketahui otalang banyak. Arif Gositap, Cit,him. 122.
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Yang kedua, yakni model pelayanaservices modgl penekanan
diletakkan pada perlunya diciptakan standar-starmdu bagi pembinaan
korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh patisalnya dalam bentuk
pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan kejaksaan dalam
rangka penangananya perkara, pemberian komperedzaja sanksi pidana
yang bersifat restitutif dan dampak pernyataanymaan korban sebelum
pidana dijatuhkan. Pendekatan ini sebagai sas@masuk untuk dilayani dalam
kerangka kegiatan polisi dan penegak hukum yany®faModel pelayanan
model ini diharapkan mampu memenuhi kepentingamadmrdari golongan
yang tidak mampu secara mental, sosial maupun ekiorddodel pelayanan
tersebut antara laff:

1. Para hakim diharapkan agar tidak segan membuasgutdalam bentuk
pidana tambahan berupa ganti rugi, sehingga hakiland menjatuhkan
pidana ganti rugi tidak lagi menunggu korban meumigg) pengganbungan
perkara pidana, tetapi langsug menjatuhkan bergétaaa pokok.

2. Para jaksa, penuntut umum sebaiknya juga menuattt gerugian untuk
kepentingan para pihak korban.

3. Para pengacara supaya memberikan bantuan hukungampimgi pihak
korban yang tidak mampu untuk memperjuangkan peh@nkepentingan

korban tindak pidana sebagai hak yang bersangkutan.

8 Muladi, Op, Cit him. 178.
81 Arif Gosita, Ibid, him. 124.
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4. Para golongan intelektual, para pemimpin agar €oss mempengaruhi
para pembuat kebijakan untuk memikirkan nasib garban tindak pidana.

Sedangkan perlindungan terhadap korban dalam kdmglepm pidana
Islam adalah berprinsip pada keadilan, kasetareguma(ity before the laydan
kemanusiaan sedangkan perlindungan hukum bagi kgrbkkosaan mengacu
pada perlindungan terhadap jiwaliffl Al-Naf9 yang didalamnya terdapat hak
kehidupan, kedamaian dan ketenangan yang harusdwhigi dari tindakan
penganiyaaf> Namun persoaalan yang tersisa adalah apakah korban
perkosaan bisa mendapatkan ganti rugi berdigat seperti korban dalam
hukumangishas maka menurut kesepakatan ulama’ bahwa hukuman bag
pelaku perkosaan dengan kekerasan dikenakan hukwaada. Pertama,
hukuman atas perzinahan, yaitu cambukan 100 kaii dtrajam dihadapan
halayak, Kedua, hukuman atas penganiyaan (jikaelukai atau menganiaya
anggota tubuh korbanya) hukuman yang dikenakanu ygighas dibalas
dengan hukuman yang sebanding dengan perbuataatigaKapabila terbatas
pada ancaman, hukumanya adafalzir, dalam hal ini keputusan hakimlah
yang menentukany#.

Berdasarkan ketentuan diatas maka apabila perkabizakan dengan
penganiayaan dan melukai anggota tubuh korbany&a nmierban bisa

mendapatkan hukuman pengganti yaityat yang kurang dari sempurna yang

82 Abdul Wahid, dan Muhammad Irfa@p, Cit him. 90.
8 Husain MahmudFigh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama Gamder,
(Yogyakarta: LKiS, 2001, Cet.l), him. 161.
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biasa disebut dengarsy,®* misalnya lukadamiyah(luka yang mengeluarkan
darah) maka wajib membaydiyat satu unta, pada lukaadi’ah (luka yang
memotong daging) wajib dua unta, dan lnkatalahimah(luka yang membuat
daging keluar) wajilliyat tiga unta®®

Selanjutnya jika perkosaan itu mengakibatkan lukangy belum
ditentukan oleh syara’ seperti luka lecet pada neagikibat dari perkosaan
maka korban dengan luka semacam ini bisa medapgé#nrugi berupaliyat
namun keputusan mengenai besarnya ganti rugi tardébntukan oleh hakim
melalui konsefnukumah al-‘adf®

Menurut ulama’ mazhab Syafi'iah , mereka berpentdaphwa apabila
ada seorang laki-laki memaksa perempuan untuk miedakzina maka wajib
bagi perempuan itu menerima maflayang sesuai baik itu perempuan
merdeka atau buddR hukuman pidana dengan cara membebani ganti kerugia
secara ekonomi itu ditentukan oleh haKin.

Ketentuan diatas dikuatkan dengan pendapat ImanmBajN- ia

berpendapat bahwa hukumdrad dan membayar mahar merupakan dua

8 Arsyada dua macam : arsy yang ditentukan dan yang bdibemtukan Arsy yang sudah
ditentukan adalahrsy yang kadarnya ditetapkan oleh Allah. Separsy tangan dan kaki. Adapun
arsy yang belum ditentukan adakaisy yang tidak ada nasnya dan ketentuanya diseratdzadi
hakim. Ini yang disebwdrsy hukumah (kebijakan). Abdul Qodir Audabp, Cit,him. 66.

8 Abdul Qodir Audahlbid, him. 82.

8 Arti hukumahmenurut imam yang empat adalah menentukan nithigkbsebagai hamba
sebelum dilukai kemudian nilai tersebut diukur skeguluka dan setelah sembuh darinid,
him. 86.

87 Dalam kitab Bidayatul Muijtahid dijelaskan bahwaamb’ yang berpendapat mahar
sebagai ganti vagina maka wajib bagi pelaku penserkontuk memberikan mahar kepada
perempuan yang diperkosa. Sayyid Salsiggh Sunnah(Bandung: Al-Ma’arif, 1996), him. 102.

8 Abdur Rahman al-Jazirgl-Figh ‘Ala Madzahibul Arba’ahJuz V, (Darut Tagwa, 2003),
him. 73.

8 Abdul Wahid, dan Muhammad Irfa®p, Cit, him. 62.
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kewajiban untuk pemerkosa. Hukumdwad ini terkait dengan hak Allah
sementara kewajiban membayar mahar terkait denglamiahkluk’® menurut
Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Atha’ dan Az-Zuhri berpmpat bahwa wajib

diberikan kepada perempuan yang dipaksa itu mafsitmpa.”*

Jadi menurut penulis sudah seharusnya korban kejahehususnya
korban perkosaan untuk mendapatkan perlindunganpbepemberian hak-
haknya sebagai korban diantara hak itu adalah adgagti kerugian berupa
kompensai, restitusi dan rehabilitasi yang diberikdeh pelaku terhadap
korban mengingat dampak yang ditimbulkan akibatkggaan itu sangat
banyak mulai dari dampak fisik, sosial, maupun @sigis. Oleh karena itu
berkaitan dengan prospek hukum pidana Islam dapatagkan terhadap
korban perkosaan, dalam hukum pidana Islam pelalkainsdiancam dengan
hukuman yang berat berupead, diasingkan selama satu tahun dafam,
pelaku juga dikenakan beban ganti rugi berupa miedy@ada korban perkosaan

atau gishas-diyat (melukai) yang ditentukan olekirha

% http://muhakbarilyas.blogspot.com/2012/04/pandarafiitab-vs-islam-terhadap.html,
oleh:EkandariSulistyaningsih, diakses pada tang@april 2012.

1 Mahar mitsil itu ditafsirkan oleh kalangan ahlikm Islam sebagai kompensasi ganti
kerugian secara material ekonomi yang dibebankpadee pelaku. Abdul Wahid, dan Muhammad
Irfan, Op, Cit him. 62.



